
 

 

 

BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :    77    TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 46                   

Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan 

dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022. 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13                    

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022     

Nomor 1 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A); 

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                    

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo                

Tahun 2021 Nomor 46 Seri G) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga                   

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                    

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo                 

Tahun 2022 Nomor 6 Seri G). 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Peraturan 

Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam 

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                    

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 46                

Seri G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati 

Probolinggo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dalam 

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6 Seri G) 

setelah nomor 1.20 ditambah 4 (empat) nomor yakni nomor 1.21, 1.22, 1.23                  

dan 1.24, sehingga harus dibaca sebagai berikut : 

NO URAIAN SATUAN BESARAN 

1 2 3 4 

1 Honorarium SDM PKH OB Rp.    300.000 

2 Honorarium TAGANA OB Rp.    300.000 

3 Operator SIKS-NG OB Rp. 1.000.000 

4 Biaya Post Giro Cash (PGC) Salur BLT                   

DBH-CHT 

O/Kali Rp.      14.000 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                     

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di                 Probolinggo 

  Pada tanggal   4  Nopember 2022                          

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  4 Nopember  2022 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 77 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680412 199103 1 025 

 


